
TESIS 

 

PEMERIKSAAN TANAH DALAM MENCEGAH 

SUATU TANAH OBJEK HAK TANGGUNGAN 

DINYATAKAN TERLANTAR 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh 

ANA NISA FITRIATI 

NIM 2220216320080 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN 

BANJARMASIN 

Desember 2024 



PEMERIKSAAN TANAH DALAM MENCEGAH 

SUATU TANAH OBJEK HAK TANGGUNGAN 

DINYATAKAN TERLANTAR 

 

 

 

Tesis 

Untuk memperoleh Gelar Magister 

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan 

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

 

 

Diajukan Oleh 

ANA NISA FITRIATI 

NIM 2220216320080 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN 

BANJARMASIN 

Desember 2024



iii 

 

  

 



iv 

 

 



 

v 

 



 

vi 

 

RINGKASAN 

PEMERIKSAAN TANAH DALAM MENCEGAH SUATU TANAH OBJEK 

HAK TANGGUNGAN DINYATAKAN TERLANTAR 

Oleh: 

Ana Nisa Fitriati,1 M. Hadin Muhjad2 

 

Pengecekan sertipikat wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) atas objek yang akan dilakukan peralihan hak atau pembebanan hak 

tanggungan. Namun pada prakteknya terjadi gugatan atas penetapan tanah terlantar 

dimana jika diruntut dari prosedurnya telah dilakukan pengecekkan sertipikat. Hal 

ini karena di lapangan belum ada kepastian bagi pemegang hak atas tanah 

menjalankan kewajiban dan larangannya ataukah tidak. Sehingga dapat 

dimungkinkan terjadi penelantaran tanah oleh pemegang hak atas tanah atas tanah 

yang dibebani hak tanggungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa pengecekkan sertipikat 

tanah sebagai prosedur atau persyaratan pembebanan hak tanggungan atas hak atas 

tanah, belum dapat mencegah suatu tanah objek hak tanggungan dinyatakan 

terlantar dan menganalisis urgensi pemeriksaan tanah dalam mencegah suatu tanah 

objek hak tanggungan dinyatakan terlantar. 

Pengecekan sertipikat bertujuan memeriksa kesesuaian data fisik dan data 

yuridis sertipikat hak atas tanah dengan data elektronik pada pangkalan data di 

kantor pertanahan. Namun data suatu bidang tanah apakah sesuai dengan keadaan 

atau sifatnya, tujuan daripada haknya, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengusahaannya serta pemeliharaannya hingga data apakah termasuk tanah 

terindikasi tanah terlantar, belum tersedia melalui layanan pengecekan sertipikat 

maupun pangkalan data layanan yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Kurang informasi ini menujukkan bahwa pengecekan sertipikat belum dapat 

mencegah sengketa dan/atau perkara penertiban tanah terlantar. Badan Pertanahan 

Nasional seharusnya melakukan pemeriksaan tanah sebelum menerbitkan baik 

sertipikat peralihan hak maupun pembebanan hak tanggungan. Penambahan 

layanan pemeriksaan tanah ini dimungkinkan karena dalam pasal 2 ayat (2) huruf i 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. 

Pemeriksaan tanah dalam rangka penerbitan sertipikat hak tanggungan memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan tanah. Sehingga 

dengan menyelenggarakan layanan pemeriksaan tanah dan mewajibkan PPAT 

untuk melakukan permohonan layanan pemeriksaan tanah di samping pengecekan 

sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah, 

dapat meminimalisir adanya tanah yang ditetapkan menjadi tanah terlantar. 
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PEMERIKSAAN TANAH DALAM MENCEGAH SUATU TANAH OBJEK 

HAK TANGGUNGAN DINYATAKAN TERLANTAR 

ABSTRAK 

Oleh: 

Ana Nisa Fitriati,3 M. Hadin Muhjad4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa pengecekkan sertipikat tanah 

sebagai prosedur atau persyaratan pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah, 

belum dapat mencegah suatu tanah objek hak tanggungan dinyatakan terlantar dan 

menganalisis urgensi pemeriksaan tanah dalam mencegah suatu tanah objek hak 

tanggungan dinyatakan terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach). 

Pengecekan sertipikat yang menjadi prosedur wajib bagi PPAT sebelum membuat 

akta peralihan hak dan pembebanan hak tanggungan, nyatanya belum dapat 

mencegah sengketa dan/atau perkara penertiban tanah terlantar. Hal ini karena data 

suatu bidang tanah apakah sesuai dengan keadaan atau sifatnya, tujuan daripada 

haknya, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, pengusahaannya serta 

pemeliharaannya hingga data apakah termasuk tanah terindikasi tanah terlantar, 

belum tersedia melalui layanan pengecekan sertipikat. Badan Pertanahan Nasional 

seharusnya melakukan pemeriksaan tanah sebelum menerbitkan baik sertipikat 

peralihan hak maupun pembebanan hak tanggungan. Penambahan layanan 

pemeriksaan tanah ini dimungkinkan karena dalam pasal 2 ayat (2) huruf i 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. 

Pemeriksaan tanah dalam rangka penerbitan sertipikat hak tanggungan memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan tanah. Sehingga 

dengan menyelenggarakan layanan pemeriksaan tanah dan mewajibkan PPAT 

untuk melakukan permohonan layanan pemeriksaan tanah di samping pengecekan 

sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah, 

dapat meminimalisir adanya tanah yang ditetapkan menjadi tanah terlantar. 

Kata kunci: pengecekan sertipikat, pemeriksaan tanah, tanah terlantar 
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LAND EXAMINATION IN PREVENTING LAND AS AN OBJECT OF 

MORTGAGE RIGHT FROM BEING DECLARED 

ABSTRACT 

By: 

Ana Nisa Fitriati,5 M. Hadin Muhjad6 

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin 

This study aims to analyze that checking land certificates as a procedure or 

requirement for imposing mortgage rights on land rights, has not been able to 

prevent land as an object of mortgage rights from being declared abandoned and to 

analyze the urgency of land examination in preventing land as an object of mortgage 

rights from being declared abandoned. This study is a normative legal study, using 

a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Checking 

certificates which is a mandatory procedure for PPAT before making a deed of 

transfer of rights and imposition of mortgage rights, in fact has not been able to 

prevent disputes and/or cases of regulation of abandoned land. This is because data 

on a plot of land, whether in accordance with its condition or nature, the purpose of 

its rights, designation, use, utilization, management and maintenance, to data on 

whether the land is indicated as abandoned land, is not yet available through the 

certificate checking service. The National Land Agency should conduct a land 

inspection before issuing either a certificate of transfer of rights or the imposition 

of mortgage rights. The addition of this land inspection service is possible because 

in Article 2 paragraph (2) letter i of the Regulation of the Minister of Agrarian 

Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 19 of 2020 

concerning Electronic Land Information Services. Land inspection in the context 

of issuing mortgage certificates provides legal certainty for the community related 

to land. So by organizing land inspection services and requiring PPAT to apply for 

land inspection services in addition to checking certificates before making deeds of 

transfer of rights and encumbrances of land rights, it can minimize the number of 

lands that are designated as abandoned land. 

Keywords: certificate checking, land inspection, abandoned land  
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